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ABSTRACT
This study aims to analyze the economic policies of the New Order in a historical context and assess their impact on Indonesia's economic transformation during the period 1966–1998. Starting from the acute economic crisis at the end of the Old Order, marked by extreme inflation, fiscal deficits, and the decline of the agricultural and industrial sectors, the New Order government implemented a series of stabilization and development policies coordinated by technocratic economists. This study employs a descriptive qualitative method, incorporating a literature review approach, and follows Kuntowijoyo's historical research stages, which include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The contribution of this research lies in its holistic mapping of the dynamics of New Order economic policy, from the stabilization phase through oil-boom-based development expansion, export-oriented industrialization, to the 1997 Asian financial crisis, which marked the collapse of this development model. The results of the study show that Indonesia's economic transformation from agriculture to industry and services has successfully driven high growth, macroeconomic stability, and increased food production. However, this success was built on a fragile foundation, including dependence on oil, foreign capital, foreign debt, and weak economic institutions. This study emphasizes that sustainable development requires institutional reform and economic strategies that are not only growth-oriented but also environmentally and socially responsible.
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PENDAHULUAN
Pada akhir masa pemerintahan Orde Lama (1960–1965), Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk dan rumit. Ekonomi negara hampir hancur, inflasi bisa mencapai lebih dari 600 persen pada tahun 1965. Nilai rupiah turun tajam, cadangan devisa negara hampir habis, sehingga pemerintah kesulitan untuk mengimpor kebutuhan dasar seperti beras, gula, dan bahan bakar (Pratiwi, 2024). Di bawah kondisi ini, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan barang-barang penting dan harga barang meningkat sangat tinggi, menyebabkan kemampuan beli masyarakat turun drastis. Masalah krisis ini tidak hanya disebabkan oleh faktor moneter saja, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dan pengelolaan ekonomi nasional yang tidak memadai. Pemerintahan Soekarno pada masa itu lebih fokus pada aspek politik dan ideologi daripada pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ricklefs, 2008). Proyek-proyek besar seperti stadion utama gelora bung karno, monumen nasional, dan berbagai proyek simbolik lainnya memang menunjukkan semangat nasionalisme dan rasa bangga terhadap bangsa, tetapi dari sisi ekonomi, proyek-proyek tersebut tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional. Akibatnya, defisit anggaran terus membesar, sedangkan sektor-sektor utama seperti pertanian dan industri dasar tidak mendapat perhatian yang cukup (Yuliantri, 2021). Situasi semakin memburuk karena adanya ketegangan politik antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di dalam negeri (Rajab, 2022). Persaingan ideologi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi yang konsisten. Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia tidak berkembang karena kurangnya investasi, rendahnya kemajuan teknologi, serta sistem distribusi yang tidak efisien. Produksi beras tidak meningkat, sementara kebutuhan pangan terus bertambah seiring pertumbuhan populasi (Andrianto, 2023). Di sisi lain, industri manufaktur hampir berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan baku dan suku cadang, yang tidak bisa diimpor karena keterbatasan devisa dan kebijakan konfrontasi terhadap luar negeri.
Kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia (Konfrontasi Dwikora) serta sikap anti-Barat yang diambil pemerintah Soekarno menyebabkan hubungan ekonomi dengan dunia internasional semakin buruk. Indonesia menjadi terisolasi dari jalur perdagangan global dan kehilangan banyak peluang investasi. Ketika pemerintahan Orde Baru mulai berkuasa pada tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat rusak menjadi perhatian utama (Marsudi, & Purbasari, 2022). Pemerintah, yang dipimpin oleh Soeharto, langsung memulai berbagai program besar untuk menstabilkan dan memulihkan ekonomi nasional. Program ini dirancang oleh sekelompok ekonom muda yang lulus dari Universitas Indonesia dan Universitas California, Berkeley, dan mereka dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (Fikri & Hasudungan, 2021). Beberapa tokoh utama di antaranya adalah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, dan Mohammad Sadli. Mereka berperan penting dalam menyusun kebijakan ekonomi baru yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan. Mereka juga mengubah pandangan ekonomi Indonesia dari yang sebelumnya berlandaskan ideologi menjadi lebih pragmatis dan rasional (Padiatra, 2023). Program stabilisasi ekonomi orde baru mencakup berbagai langkah, seperti perubahan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan birokrasi ekonomi.  Dalam bidang fiskal, pemerintah berusaha keras untuk mengurangi defisit anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak efektif, termasuk proyek-proyek simbolik yang ditinggalkan oleh masa orde lama. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pendapatan negara dengan mereformasi sistem pajak dan bea masuk (Janges & Pangestu, 2021). 
Di bidang moneter, pemerintah mengambil langkah tegas dengan membatasi jumlah uang yang beredar guna menekan laju inflasi yang sebelumnya sangat tinggi. Upaya ini berhasil memberikan hasil yang cepat, di mana inflasi yang mencapai 650 persen pada tahun 1966 berhasil ditekan menjadi sekitar 120 persen pada tahun 1967, dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Di bidang perdagangan, pemerintah memulihkan hubungan luar negeri dengan membuka kembali perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara barat dan Jepang (Djoened & Notosusanto). Kurs rupiah yang sebelumnya tidak realistis terhadap dolar AS diperbaiki agar lebih sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali impor bahan-bahan pokok dan bahan baku industri untuk mendorong kembali aktivitas produksi di dalam negeri. Dalam bidang birokrasi ekonomi, pemerintah membentuk lembaga koordinasi ekonomi nasional untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja sama secara efektif, serta menghapus kebijakan ekonomi yang bersifat ideologis dan membatasi masuknya modal asing (Hisyam, 2025). Perubahan ini menunjukkan peralihan dari ekonomi yang berbasis politik dan ideologi di masa orde lama menuju ekonomi yang berbasis pembangunan dan pragmatis di masa orde baru. Pertama kali program stabilisasi ekonomi orde baru berhasil berkat bantuan dari lembaga donor internasional seperti IMF, Bank Dunia, serta kelompok negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia) (Ardana, & Syamsiyah, 2023). Setelah Indonesia kembali bergabung dengan IMF (International Monetary Fund) dan bank dunia pada tahun 1966, kedua lembaga tersebut memberikan bantuan keuangan jangka pendek untuk membantu menstabilkan neraca pembayaran dan memberikan bantuan teknis dalam perencanaan serta pelaksanaan program ekonomi. Pada tahun 1967, dibentuk IGGI yang dipimpin oleh Belanda sebagai forum utama para pemberi bantuan luar negeri bagi Indonesia (Firdaus & Megantara, 2022).. IGGI menyalurkan pinjaman lunak dari berbagai negara barat dan Jepang yang digunakan untuk membiayai impor barang pokok, memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, serta merehabilitasi industri yang sempat lumpuh. Bantuan dari IGGI sangat penting bagi berlangsungnya program stabilisasi orde baru, karena membantu pemerintah menutup defisit anggaran dan mendorong kembali perekonomian nasional. Namun, sejak tahun 1992, IGGI dibubarkan dan digantikan oleh CGI (Consultative Group on Indonesia) di bawah pimpinan bank dunia, yang melanjutkan tugas serupa sebagai lembaga koordinasi bantuan luar negeri (Kurniawan, 2025). 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengintegrasikan data sejarah berdasarkan keabsahan dan keotentikan sumber sejarah melalui sumber literatur berdasarkan teori penulisan sejarah. Kajian literatur merupakan sebuah langkah penyusunan data deskriptif berupa narasi tertulis yang berasal dari sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan tahapan penelitian sejarah yang disampaikan oleh Kuntowijoyo (2005), terdiri dari lima tahapan: (1) pemilihan topik, (2) Heuristik, (3) Kritik Sumber, (4) Interpretasi, dan (5) Historiografi. Pada tahap pemilihan topik, penulis menentukan topik yang akan diteliti dalam artikel yang akan ditulis dengan mempertimbangkan kebenaran data dan sumber sejarah. Pada artikel ini topik yang diangkat mengenai analisis historis kebijakan ekonomi orde baru dan dampaknya terhadap transformasi struktur perekonomian Indonesia (1966-1998). Selanjutnya, tahap heuristik yaitu pengumpulan data dan sumber sejarah yang terkait dengan kajian yang akan dibahas dalam artikel ini.  Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan kajian literatur dan studi dokumentasi. Pada tahap kritik sumber peneliti memastikan sumber data sejarah yang digunakan sesuai dengan kebenaran data sejarah. Kemudian, interpretasi merupakan tahap penafsiran dan analisis mengenai sumber dan data sejarah yang didapatkan. Tahap terakhir merupakan tahap historiografi sebagai langkah terakhir dalam penyusunan artikel melalui sumber dan data sejarah yang telah dikaji. Teknik analisis data terdiri dari 4 tahapan: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus berulang hingga penelitian mencapai tingkat kejenuhan data. Tahapan analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2013). 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Ekonomi Orde Baru dari Masa ke Masa serta Dampaknya 
Periode awal Orde Baru (1966–1973)
Pemulihan ekonomi Indonesia pada 1966 - 1973 sering digambarkan sebagai fase stabilisasi yang rasional dan teknokratis. Jika ditelusuri melalui kajian-kajian akademik, periode ini sesungguhnya merupakan fase rekonstruksi politik dan sosial yang berkelindan dengan transformasi ekonomi pedesaan. Program revolusi hijau tidak berdiri sebagai inovasi teknologi belaka ia merupakan proyek negara untuk menata ulang relasi antara pemerintah orde baru dan masyarakat desa, terutama petani kecil yang menjadi fondasi legitimasi politik rezim. Sumantri dan Firdaus (2024) revolusi hijau dirancang sebagai instrumen untuk menata ulang struktur agraria nasional. Dalam narasi mereka, modernisasi pertanian menjadi simbol bahwa negara hadir sebagai penyelamat di tengah kekacauan ekonomi pasca orde lama. Teknologi seperti benih unggul, pupuk urea, dan irigasi teknis diproyeksikan bukan hanya untuk meningkatkan produksi beras, tetapi juga untuk membentuk citra negara kuat dan efisien yang mampu memastikan ketahanan pangan rakyat. Dalam konteks ini, pembangunan pertanian menjadi alat politik untuk membangun kesetiaan masyarakat desa kepada negara. Narasi keberhasilan yang dibangun rezim ternyata tidak sepenuhnya selaras dengan realitas sosial-ekonomi di lapangan.
Gultom dan Harianto (2021) Revolusi Hijau tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural terhadap input-input modern. Input modern menjadi prasyarat baru produksi, sehingga petani kecil memasuki lingkaran dependensi ekonomi, tulis mereka. Artinya, teknologi baru memang meningkatkan hasil panen, tetapi menuntut biaya produksi yang terus meningkat, sehingga sebagian petani justru terjebak dalam kredit dan meningkatnya tekanan ekonomi. Styawan (2022) menemukan bahwa tidak semua petani siap menghadapi modernisasi. Sebagian tetap bertahan pada pola subsisten, sehingga hanya kelompok tertentu yang mampu mengecap manfaat revolusi hijau. Repelita 1 dilaksanakan sejak 1 April 1969 yang memiliki sasaran utama dalam pengembangan perekonomian dalam aspek pertanian. Untuk memberi biaya terlaksananya repelita 1 digali dari berbagai sumber keuangan dan tabungan pemerintah, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang dari perbankan, penanaman modal dan reinvestasi oleh perusahaan swasta nasional, perusahan asing dan perusahan negara serta bantuan luar negeri. Landasan utama yang dipakai dalam pelaksanaan repelita 1 didasarkan pada kemampuan sendiri, berarti sumber-sumber keuangan dalam negeri harus dimobilisasikan sebanyak mungkin, sedangkan sumber-sumber luar negeri hanya dibutuhkan untuk mengisi kekurangan yang diperlukan. Repelita 1 berakhir pada 31 maret 1974. Modernisasi tidak menghilangkan kultur agraris tradisional, dan justru mempertegas stratifikasi sosial antara petani pemilik modal dan petani kecil. Dimensi ekologis juga menjadi peringatan penting dalam menilai fase ini. Dewi (2024) secara tegas menyebut revolusi hijau sebagai proses yang menghasilkan ketimpangan ekologi dan kerentanan berkelanjutan, terutama karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara masif. Dalam perspektif ini, program pertanian orde baru tidak hanya modernisasi pedesaan, tetapi sekaligus membangun dasar masalah lingkungan yang baru, yang dampaknya masih terlihat hingga abad ke-21. Pemulihan ekonomi 1966-1973 dapat dipahami bukan hanya sebagai strategi teknokratis, tetapi juga sebagai praktik hegemonik negara yang menggunakan pertanian sebagai wahana legitimasi kekuasaan. Kenaikan produksi dan stabilitas pangan memang menjadi capaian nyata, tetapi dibalik itu terdapat problem ketergantungan teknologi, ketimpangan sosial, serta dampak ekologis yang terakumulasi. Periode ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan orde baru, tetapi juga menyimpan paradoks yang menjadi isu struktural hingga masa kini (Ardianto, Kurniawan, & Ciciria, 2022).
Boom Minyak dan Industrialisasi Awal (1974–1982) 
Ledakan harga minyak pada 1973 yang dipicu embargo OPEC terhadap negara-negara Barat mengubah secara drastis wajah ekonomi Indonesia. Rahmawati (2022) periode ini menandai lonjakan fiskal terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Pada saat hampir semua negara berkembang mengalami tekanan ekonomi akibat krisis energi, Indonesia justru menikmati peningkatan pendapatan negara yang luar biasa, karena statusnya sebagai eksportir minyak dan anggota OPEC. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai oil boom atau boom minyak pertama Indonesia. Lonjakan pendapatan tersebut menggeser orientasi pembangunan orde baru dari sekadar stabilisasi menuju ekspansi besar-besaran dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan program sosial nasional. Boom minyak ini tidak sekadar fenomena ekonomi, melainkan menjadi katalis pembentukan struktur kekuasaan orde baru yang semakin terpusat. Dengan anggaran negara yang meningkat berlipat ganda, pemerintah mampu membiayai proyek pembangunan dalam skala besar yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hartanto (2021) dalam studi tentang pembangunan pertanian di Simalungun, dana minyak memungkinkan pemerintah memperluas proyek intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, dan mekanisasi, sehingga produktivitas pertanian meningkat tajam. Keberhasilan ini tidak merata wilayah yang dekat dengan pusat administrasi menerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan daerah terpencil. Dengan kata lain, boom minyak menciptakan kemajuan, tetapi sekaligus memperdalam ketimpangan struktural.
Ketika Repelita II dimulai pada 1 April 1974, ekonomi Indonesia berada pada puncak optimisme akibat melimpahnya pemasukan minyak. Sasaran Repelita II bukan hanya teknis, tetapi mencerminkan ambisi Orde Baru membangun legitimasi politik melalui keberhasilan pembangunan. Fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, perumahan serta pembangunan sarana prasarana merupakan cerminan dari basic needs approach yang banyak dikembangkan lembaga internasional pada era 1970-an. Rahmawati (2022) Repelita II membawa perubahan mendasar dalam cara negara mengelola pembangunan, dari pembangunan berbasis anggaran minimal menjadi pembangunan berbasis surplus fiskal. Ini tampak pada ekspansi besar proyek irigasi, jalan raya, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah menargetkan bahwa hasil pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menaikkan taraf hidup rakyat secara langsung. Keberhasilan pembangunan dalam Repelita II dibangun di atas ketergantungan tunggal pada harga minyak. Dalam kerangka ini, kemajuan yang dicapai bukan sepenuhnya hasil peningkatan produktivitas ekonomi nasional, melainkan bersumber dari pendapatan minyak yang fluktuatif secara global. Dengan kata lain, Repelita II mengalami resource-led development yang kuat, tanpa disertai diversifikasi struktural yang memadai.
Repelita III dimulai pada 1 April 1979, ketika harga minyak masih tinggi, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Pada periode inilah pemerintah secara eksplisit menjadikan pemerataan sebagai fokus utama pembangunan. Delapan jalur pemerataan dalam Repelita III menunjukkan bahwa orde baru menyadari bahwa pertumbuhan tinggi pada era Repelita II tidak menghasilkan keadilan sosial secara luas. Penelitian Amirudin & Leksana (2023) program pemerataan bukan hanya bentuk koreksi ekonomi, tetapi merupakan instrumen penetrasi negara ke dalam masyarakat desa. Melalui berbagai proyek pembangunan desa, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program kerja, pemerintah menstrukturkan ulang hubungan sosial-politik desa. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya tindakan ekonomis, tetapi proyek politik untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan orde baru. Hal ini menunjukkan paradoks besar pembangunan orde baru semakin banyak pembangunan dilakukan, semakin kuat kontrol negara melekat dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Pembangunan menjadi aparatus depolitikasi yang menata ulang otoritas lokal agar sejalan dengan kepentingan pusat. Boom minyak juga mendanai industrialisasi awal. Industri pupuk, baja, semen, dan petrokimia berkembang pesat karena didukung investasi negara yang sangat besar. Kajian-kajian ekonomi dan sejarah menunjukkan bahwa industrialisasi ini bersifat tidak berkelanjutan. Industri besar tumbuh bukan karena daya saing, tetapi karena subsidi besar dari pendapatan minyak. Ketika harga minyak mulai jatuh pada awal 1980-an, sejumlah proyek industri strategis berjalan di bawah kapasitas, bahkan tidak produktif. Di sinilah paradoks pembangunan orde baru menjadi jelas yakni pembangunan industri berhasil dibangun, tetapi tidak berakar kuat karena terlalu mengandalkan minyak. 
Periode (1983–1996)
Ketika harga minyak dunia jatuh pada awal 1980-an, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa model pembangunan berbasis rente minyak tidak lagi mampu menopang stabilitas ekonomi jangka panjang. Krisis harga tersebut menjadi titik balik lahirnya era baru yakni diversifikasi ekonomi dan industrialisasi berbasis ekspor akantetapi sebagaimana ditunjukkan berbagai penelitian, transformasi ini tidak berlangsung sebagai proses linear yang bebas dari ketegangan ekonomi-politik. Arsyad dan Detajanna (1993) pertumbuhan industri manufaktur sejak pertengahan 1980-an didorong secara kuat oleh deregulasi dan insentif negara. Kebijakan negara saat itu secara sistematis merekayasa restrukturisasi industri menuju orientasi ekspor. Reformasi perbankan 1983, deregulasi perdagangan 1985-1986, serta liberalisasi investasi 1988 adalah tonggak kebijakan yang membuka pintu masuk modal asing dan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik. Narasi akademik ini memperlihatkan bahwa negara bukan sekadar fasilitator, tetapi arsitek utama dalam membentuk wajah industrialisasi Indonesia. Industrialisasi ini tidak sepenuhnya menghasilkan struktur ekonomi yang kokoh. Margiansyah (2023) perkembangan industri orde baru menghadapi inferioritas teknologi, yakni ketergantungan besar terhadap teknologi impor dan minimnya transfer kemampuan teknis kepada industri nasional. Industri manufaktur yang tumbuh pesat ternyata lebih merupakan industri perakitan, bukan industri berbasis inovasi. industrialisasi Indonesia pada masa ini lebih bersifat semu: pertumbuhan tinggi, tetapi tanpa pendalaman teknologi (shallow industrialization). Persoalan struktural ini menimbulkan implikasi ekonomi yang signifikan. Ketika industri tumbuh tanpa basis teknologi domestik, nilai tambah nasional menjadi rendah, sementara ketergantungan terhadap modal asing dan pasar global terus meningkat. Konsekuensinya, guncangan eksternal dengan mudah menggoyahkan fondasi industri, sebagaimana terlihat menjelang krisis 1997/1998. Shaleha, Selviana, dan Muharman (2024) kebijakan ekonomi orde baru pada 1980–1990-an dibangun dalam kerangka negara-pengusaha yang saling menopang, di mana kelompok bisnis tertentu mendapatkan akses istimewa terhadap kredit dan proyek-proyek industri. Artinya, industrialisasi tidak hanya merupakan transformasi ekonomi, melainkan juga proses konsolidasi kekuasaan antara negara dan oligarki ekonomi. Model pembangunan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan dan memodernisasi kota-kota besar, tetapi meninggalkan ketimpangan wilayah dan memperlemah struktur ekonomi nasional. Periode ini dapat dibaca sebagai fase kemajuan yang rapuh. Indonesia berhasil melakukan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan menjadi pemain penting dalam ekspor manufaktur Asia Tenggara. Namun industrialisasi yang bergantung pada modal asing, teknologi impor, dan kebijakan negara yang tidak merata menjadikan struktur ekonomi rentan terhadap krisis. Periode 1983-1996 adalah masa pertumbuhan, tetapi juga masa ketika pondasi kerentanan masa depan sedang dibangun.
Krisis Ekonomi Asia (1997–1998)
Merupakan salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah ekonomi Indonesia karena tidak hanya mengguncang stabilitas pembangunan orde baru, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya struktur kelembagaan ekonomi yang selama ini terlihat kokoh di permukaan. Jurnal-jurnal Indonesia menegaskan bahwa krisis ini merupakan hasil dari kombinasi faktor eksternal dan internal yang saling memperkuat. Penelitian Sunardi dkk. (2024) menunjukkan bahwa guncangan eksternal berupa pelemahan baht Thailand hanyalah pemicu awal faktor internal seperti lemahnya fundamental ekonomi, ketergantungan pada utang luar negeri, dan sistem perbankan yang tidak sehat menjadi penyebab utama mengapa Indonesia mengalami kejatuhan lebih dalam dibandingkan negara Asia lainnya. Pada dekade 1990-an, pembangunan ekonomi Indonesia memang tampak stabil, namun stabilitas ini berdiri di atas fondasi rapuh. Deregulasi finansial melalui Pakto 1988 menyebabkan ekspansi kredit dan pertumbuhan bank yang sangat cepat, tetapi tidak diimbangi oleh pengawasan perbankan yang memadai. Sunardi dkk. (2024) menemukan bahwa praktik connected lending pemberian kredit oleh bank kepada kelompok usaha yang masih satu jaringan kepemilikan merupakan salah satu sumber kerentanan utama.
Ketika nilai tukar rupiah terjun bebas, perusahaan-perusahaan yang berhutang dalam valuta asing kehilangan kemampuan bayar, sementara bank-bank kehilangan likuiditas. Situasi ini memperlihatkan bahwa sektor perbankan Indonesia mengalami apa yang disebut para peneliti sebagai structural fragility, yakni rapuh secara sistemik meskipun tampak berkembang. Shaleha, Selviana, dan Muharman (2024). 
pola pembangunan orde baru yang berorientasi pada pertumbuhan cepat dengan dukungan modal asing jangka pendek menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Ketergantungan pada utang luar negeri bukan hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga mengakar dalam strategi pembangunan nasional. Ketika rupiah jatuh dan suku bunga melonjak, beban utang luar negeri meningkat drastis, memicu tekanan berantai pada sektor industri, manufaktur, dan keuangan. Analisis ini menegaskan bahwa krisis 1997–1998 bukan sekadar peristiwa keuangan, tetapi mencerminkan kegagalan strategi pembangunan jangka panjang. Bank Indonesia pada masa itu berada dalam dilema kebijakan menaikkan suku bunga untuk menahan pelarian modal memperburuk krisis kredit domestik, sementara mempertahankan suku bunga rendah mempercepat depresiasi rupiah. Inkonsistensi kebijakan ini memperburuk ketidakpercayaan pasar, yang kemudian memicu self-fulfilling crisis krisis yang diperburuk oleh ekspektasi negatif publik dan investor. Dampak sosial-ekonomi dari krisis sangat luas. Sunardi dkk. (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta pekerja kehilangan pekerjaan, sementara kemiskinan meningkat tajam akibat lonjakan harga kebutuhan pokok. Krisis yang pada awalnya bersifat finansial berubah menjadi krisis kemanusiaan. Rumah tangga kehilangan daya beli, perusahaan menutup operasi, dan sistem perbankan lumpuh. Di sejumlah wilayah perkotaan, antrean panjang untuk mendapatkan bahan pangan mencerminkan betapa dalamnya krisis tersebut memukul struktur sosial Indonesia.
Perubahan Struktur Ekonomi (Pertanian, Industri, Jasa)
Presiden Soeharto berhasil membawa Indonesia bangkit dari jurang kebangkrutan dalam bidang ekonomi dan menjadi salah satu “Macan Asia” dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran struktur ekonomi dari yang berbasis pertanian (agrarian) menuju ekonomi yang lebih didominasi oleh industri manufaktur dan jasa (Sutadi, 2021). Dibawah kepemimpinan Soeharto, terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara tinggi dan menjaga stabilitas politik Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek utama yaitu perbaikan sektor perbankan dan sektor riil, penarikan investasi asing secara langsung, serta melakukan promosi mengenai ekspor sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari periode sebelumnya (Aprianto, 2021). Presiden Soeharto memanggil beberapa ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk memperhitungkan seberapa besar masalah yang ditimbulkan dan bagaimana langkah strategis yang dalam mengatasi masalah yang timbul. Kemerosotan ekonomi ini mengakibatkan pemerintah mengesahkan serta menetapkan undang-undang nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing untuk masuk ke dalam negeri. Dalam penetapan undang-undang penanaman modal ini memberikan peluang yang begitu luas bagi pemodal baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini menandai dimulainya tumbuh industrialisasi di masa orde baru. Dengan adanya kebijakan ini terjadilah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan pada rentang keadaan yang kurang stabil. Keadaan ini ditambah lagi dengan naiknya angka pertanian sekitar 1,4% dalam 1 tahun serta terjadi selama 5 tahun,  beberapa tahun kemudian disusul dari sektor pertambangan yang melonjak dari 3,7% menjadi 12% (Rizqi, 2022). 
Pemerintah orde baru melakukan perjanjian penundaan pembayaran hutang-hutang negara asing & usaha untuk mendapatkan kredit baru. pemerintah orde baru juga memiliki program yang tersusun untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian di Indonesia. Program PELITA pada dua tahap pembangunan Lima Tahun pertama dapat dikatakan cukup memuaskan karena indeks kinerja perekonomian (economic performance) dapat menumbuhkan ekonomi secara signifikan hingga angka 7 persen rata-rata per tahun (Khairani, Suprayitno & Warjio, 2022). Program ini disusun oleh pemerintah orde baru dalam menunjang pembangunan negara dengan jangka waktu (25-30 tahun). Dengan indeks tersebut mendorong investor untuk berinvestasi sehingga investasi pada masa orde baru semakin meroket, hal ini ditunjukkan dari angka 11% menjadi 24% produk domestik bruto (PDB) selama kurun waktu 10 tahun. Sejak itu perlahan lahan pemerintah orde baru mulai merubah haluan beban kegiatan ekonomi dari sektor agraria ke sektor industri swasta untuk terlibat melalui deregulasi perbankan.  Disisi lain pertumbuhan ini diikuti dengan terus meningkatnya tabungan negara yang pada tahun fiskal 1969/1970 hanya 23% berubah menjadi 55% di tahun 1973/1974 (Piliang, 2023). Pertumbuhan ini dapat dikatakan sangat membanggakan, karena setidaknya pada indeks macro perekonomian Indonesia dapat diukur berupa tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahunnya. Dengan laju perbaikan perekonomian yang signifikan dan terbukanya lahan investasi di Indonesia menyebabkan pergeseran kontribusi PDB dari sektor agraris menjadi sektor industri melalui penanaman saham dari investor (dalam negeri atau luar negeri) (Sufriadi, 2022). Dengan adanya pergeseran ini menyerap tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perusahan-perusahan industri yang berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini membawa dampak yang signifikan serta memperbaiki sedikit demi sedikit arah perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya industri yang berkembang, maka semakin banyak peluang kerja yang dapat dihadirkan didalamnya. Pola ini membawa perekonomian semakin membaik dan stabil dari masa sebelumnya. Dengan demikian perekonomian Indonesia pada masa orde baru lebih difokuskan pada stabilitas domestik, pertahanan serta keamanan negara (Hermansyah & Faznur, 2025). Situasi negara yang tidak menentu diiringi warisan inflasi ekonomi yang tinggi mengakibatkan beberapa kebijakan diambil untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang menerapkan politik bebas aktif mendorong keterbukaan investor dari asing dan perbankan yang memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan nasional. Pada kondisi ini Presiden Soeharto mengambil kebijakan baru yang mengubah wajah ekonomi Indonesia lebih baik lagi yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 yang memungkinkan untuk perusahaan asing maupun dalam negeri dapat mendirikan dan membuka perusahaan di Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang PMA dibuat dengan tujuan mendorong pergerakan perekonomian yang berorientasi pada pasar, mengingat perekonomian Indonesia sebelumnya bergantung pada sektor perminyakan.
KESIMPULAN
Kajian terhadap perjalanan ekonomi Indonesia pada masa orde baru menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari strategi stabilitas makro dan orientasi pada pertumbuhan tinggi. Pemerintah mampu menurunkan inflasi, menata ulang kebijakan fiskal moneter, serta mencapai capaian penting seperti swasembada pangan dan ekspansi sektor manufaktur. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa pertumbuhan tersebut dibangun di atas fondasi struktural yang rapuh, yakni ketergantungan pada minyak, utang luar negeri, dan modal asing, serta lemahnya institusi ekonomi dan pengawasan sektor keuangan. Kebijakan industrialisasi yang berorientasi ekspor memang mendorong transformasi ekonomi, tetapi tidak diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan upaya pemerataan yang memadai. Akibatnya, ketimpangan sosial dan regional melebar, sementara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar dalam birokrasi. Krisis Asia 1997 menjadi titik kulminasi yang memperlihatkan kerapuhan struktur ekonomi orde baru dan menunjukkan bahwa pertumbuhan tanpa reformasi kelembagaan tidak mampu bertahan menghadapi gejolak eksternal. Model pembangunan orde baru mengandung paradoks yakni keberhasilan jangka pendek justru melahirkan kerentanan jangka panjang. Implikasi temuan ini menunjukkan pentingnya memperkuat institusi ekonomi, meningkatkan transparansi, serta mendorong pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keberlanjutan. Dengan demikian, studi ini memberikan landasan bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana reformasi pasca-1998 berupaya menjawab kegagalan struktural tersebut, serta membuka ruang penelitian lanjutan terkait ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global di masa depan. 
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